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MOTTO

“Barang siapa yang memperlajari ilmu pengetahuan yang seharusnya ditujukan

untuk mencari ridho allah bukan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan

duniawi maka ia akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat”

(Riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu)1

“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut

oleh manusia ialah menundukan diri sendiri”

(Ibu Kartini)

1 Riwayat Abu Hurairah radhiallahu anhu
2 Ibu Kartini. Contoh motto terbaru dalam skripsi

http://www.maribelajarbk.web.id/2015/03/contoh-motto-terbaru-dalam-
skripsi.html?m=l
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RINGKASAN

Mekanisme Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Jual

Beli pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso; Siti Faridatul

Lailiyah, 170903101010; 2020; 61 halaman ; Program Studi D111 Perpajakan

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada tanggal 03 februari 2020 sampai

dengan 31 maret 2020 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bondowoso bertujuan untuk mengetahui prosedur – prosedur perpajakan seperti

mekanisme pembayaran, validasi dan perhitungan BPHTB atas transaksi jual beli

yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah kabupaten bondowoso yang

mencakup syarat-syarat dokumen yang diperlukan dalam hal jual beli, dan juga

dapat mengtahui semua kegiatan yang ada di Kantor Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bondowoso khususnya dibidang PBB P2 dan BPHTB.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah

dan retribusi daerah. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan,

sedangkan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak

pengelolaan beserta bangunan di atasnya.

Mekanisme Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso untuk mencoocokkan suatu dokumen

dengan formulir SSPD-BPHTB, mengoreksi dokumen tersebut, mencocokkan

Nomor Objek Pajak yang dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dengan Nomor

Objek Pajak yang tercantum dalam fotocopy SPPT atau Surat Tanda Terima

Setoan (STTS)/ bukti pembayaran dari Bank Jatim, mencocokkan Nilai Jual

Objek Pajak bumi per meter persegi pada SPPT maupun sertifikat tanah,

mencocokkan Nilai Jual Objek Pajak bangunan per meter persegi yang

dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dengan Nilai Jual Objek Pajak bangunan per
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meter persegi pada SPPT, meneliti kebenaran dalam perhitungan BPHTB yang

meliputi NPOP, NPOPTKP, tarif pengenaan atas objek pajak tertentu, besarnya

BPHTB yang terutang dan BPHTB yang harus dibayarkan.

Pelaksanaan validasi SSPD-BPHTB dilakukan setelah wajib pajak

melunasi atau membayarkan BPHTB pada Bank Jatim dengan menggunakan

SSPD-BPHTB. Pembayaran tersebut dilakukan pad Bank Jatim yang ditunjuk

oleh Badan pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso. validasi SSPD-BPHTB

dilakukan oleh bagian pelayanan BPHTB.  Kemudian, SSPD-BPHTB akan

ditandtangani oleh Kepala Bidang BPHTB, dan setelah itu formulir SSPD-

BPHTB lembar ke 1, 2, 3 akan diberikan kepada wajib pajak, dan formulir SSPD-

BPHTB lembar ke 4 akan diambil oleh bagian pelayanan BPHTB untuk dijadikan

arsip, beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor :0684/UN25.1.2/SP/2020, Jurusan

Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
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PRAKATA

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad

dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja

Nyata yang berjudul “Mekanisme Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan atas Jual Beli pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bondowoso” dengan lancar. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun sebagai

salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli

Madya (A.Md) pada Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi DIII Perpajakan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, saran,

bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin

menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Jember;

2. Dr. Akhmad Toha, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas

Ilmu Sosial dn Ilmu Politik Universitas Jember;

3. Drs. Boedijono, M.Si. selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

4. Bapak Galih Wicaksono, SE., M.Si.,Ak selaku dosen pembimbing akademik

(DPA);

5. Bapak Drs. Suhartono, M.P selaku dosen pembimbing laporan praktek kerja

nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntutan kepada penulis

sehingga menyelesaikan laporan ini dan selaku dosen supervisi yang telah

memberikan arahan serta bimbingan dalam menjalankan praktek kerja nyata;

6. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi

kesuksesan belajar menulis, serta staf usaha yang telah membantu penulis

dalam melaksanakan studi di Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

universitas jember;

7. Ibu Dra. Hj. Endang Hardiyanti, selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bondowoso yang telah menerima penulis untuk melakukan

Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso;
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8. Bapak Muhammad Kusno, S.Sos, selaku kepala bidang PBB dan BPHTB;

9. Seluruh staf dan karyawan bidang BPHTB dan PBB-P2;

10. Seluruh keluarga besar saya, terutama ayah dan ibu tercinta, terimakasih atas

do’a semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;

11. Teman-teman diploma III perpajakan angkatan 2017 dan semua pihak yang

telah membantu saya selama studi;

12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang

telah mendukung hingga terselesaikannya laporan praktek kerja nyata ini;

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan masih memiliki

kekurangan, oleh karena itu penulis juga menerima segala kritik dan saran dari

semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga

laporan praktek kerja nyata ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya

pembaca.

Jember, 2020

Penulis
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini negara indonesia sedang melakukan pembangunan yang

sangat besar diberbagai bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum maupun pada

bidang pendidikan yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyatnya,

mencerdasakan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk melakukan

pembangunan tersebut suatu negara harus memperhatikan masalah pembiayaan.

Salah satu usaha pemerintah yang ditempuh untuk mendapatkan pembiayaan

tersebut yaitu dengan meningkatkan pendapatan yang berasal dari negara sendiri

yaitu dari sektor perpajakan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, dapat dipahami bahwa

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan

terbesar negara. Meskipun masih ada penyumbang lain selain pajak, tetapi sampai

saat ini sektor pajak menyumbang prosentase terbesar daripada sektor-sektor

pendapatan lainnya.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak

baik dikelola oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Pemerintah

daerah diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan kewenangan yang nyata

dan bertanggung jawab demi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan daerahnya.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan guna

membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat

daerahnya sendiri. Dalam rangka mendukung otonomi daerah yang nyata, dinamis

dan bertanggung jawab diperlukan pendapatan untuk membiayai pembiayaan

rutin maupun yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Meningkatnya

pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada wajib pajak serta

usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, maka diperlukan sumber-

sumber asli daerah. Sumber-sumber asli daerah tersebut diperoleh dari Pendapatan

Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan asli daerah
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yang sah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso mempunyai

wewenang untuk mengelola segala bentuk pendapatan yang berasal dari

pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan salah satunya

berasal dari Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10, dapat dipahami bahwa pajak daerah

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara lansung dan digunakan untuk kepentingan daerah

bagi sebedar-besarnya kemakmuran rakyat. Badan pendapatan daerah kabupaten

bondowoso diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemunggutan pajak

daerah dan termasuk PBB P2 dan BPHTB. Sebagaimana tercantum dalam

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kabupaten Bondowoso merupakan daerah yang saat ini mulai berkembang

dengan baik mulai mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan memanfaatkan

sumber daya alam dengan baik. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso

setiap tahunya selalu mengalami peningkatan dari target yang telah ditentukan

terutama pendapatan dari Pajak Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, jenis pajak yang

dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah Pajak

Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan,

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak

Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan

segala urusan pemerintah daerah kabupaten bondowoso baik dalam hal

penerimaan pajak daerah maupun retribusi, mengadakan koordinasi dengan

instansi terkait dalam perencanaan, pengembangan pendapatan serta pengendalian

pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas yang lain yang diperintahkan oleh

bupati bondowoso.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun

2010 Tentang Pajak Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
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Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah

dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadai atau badan.

Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak

pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang dibidang pertanahan dan bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan pada Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu sumber pendapatan

dari sektor pajak yang memiliki potensi yang cukup baik di Kabupaten

Bondowoso. Hal ini disebabkan karena semkain banyak properti permahan di

Kabupaten Bondowoso.  Berikut merupakan target dan realisasi penerimaan

pendapatan daerah yang berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah yang berasal dari
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bondowoso
Tahun 2015 s/d Tahun 2019

No. Tahun

Pendapatan

Target Penerimaan

(Rp)

Realisasi

(Rp)

1. 2015 2.000.000.000 2.419.887.704

2. 2016 2.000.000.000 2.637.775928

3. 2017 2.750.000.000 4.383.952269

4. 2018 2.850.000.000 4.425.296636

5. 2019 4.489.000.000 5.134.911.787

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, 2020.

Dari data yang ada pada tabel 1.1. terlihat bahwa jumlah realisasi dari Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diperoleh Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Bondowoso dari tahun ke tahun penerimaannya selalu

meningkat. Dapat dikatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) menyumbang pemasukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

cukup tinggi nominalnya. Pajak BPHTB pada Kabupaten Bondowoso  merupakan

pajak yang produktif untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dapat

dioptimalkan sosialisasi dan pelayanannya. Pada tahun 2019 Realisasi penerimaan

pajak BPHTB telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu, sebanyak

Rp. 5.134.911.787.  Berikut rincian dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas
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Tanah dan Bangunan Tahun anggaran 2019 bulan Januari sampai dengan bulan

Desember.

Tabel 1.2 Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun
anggaran 2019 Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember.

No. BULAN Target (Rp) Realisasi (Rp)

1. Januari 4.489.000.000 307.743.159

2. Februari 4.489.000.000 905.548.884

3. Maret 4.489.000.000 1.454.881.084

4. April 4.489.000.000 1.681.254.609

5. Mei 4.489.000.000 2.069.812.259

6. Juni 4.489.000.000 2.284.340.659

7. Juli 4.489.000.000 2.962.016.509

8. Agustus 4.489.000.000 3.388.368.559

9. September 4.489.000.000 3.834.218.659

10. Oktober 4.489.000.000 4.268.660.209

11. November 4.489.000.000 4.653.956.359

12. Desember 4.489.000.000 5.134.911.787

Jumlah 4.489.000.000 5.134.911.787

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, 2020.

Target dan Realisasi tersebut telah mencapai target tentunya tidak terlepas

dari tugas dan wewenang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso salah

satunya dengan cara validasi atas kebenaran dan kelengkapan data pada Surat

Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Validasi

surat setoran pajak daerah BPHTB ini bertujuan untuk mencocokkan data objek

pajak pada surat setoran pajak daerah (SSPD-BPHTB). Mekanisme ini berguna

untuk memfilter kesalahan-kesalahan data wajib pajak antara lain ketidakcocokan

lembar SSPD-BPHTB dengan data pendukung wajib pajak yang akan divalidasi,

data pendukung wajib pajak yang tidak lengkap dengan syarat-syarat untuk

pengajuan validasi BHTB. Persyaratan yang tidak lengkap akan memperlambat

proses validasi yang dilakukan karena wajib pajak akan kembali lagi untuk

melengkapi data-data tersebut.
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Dengan adanya keadaan tersebut, penulis tertarik dengan pembahasan

pajak daerah BPHTB yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Bondowoso, tempat penulis melakukan praktek kerja nyat yang ditempatkan pada

bidang PBB P2 dan BPHTB dibagian pelayanan BPHTB. Sehingga penulis

memutuskan mengambil BPHTB untuk dijadikan salah satu judul laporan tugas

akhir, dengan judul “Mekanisme Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan atas Jual Beli pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowso”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan data yang diperoleh selama Praktek Kerja

Nyata di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, maka rumusan

masalah yang ingin dikemukakan adalah bagaimana mekanisme validasi bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan atas jual beli pada badan pendapatan

daerah kabupaten bondowoso?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

a. Untuk mengetahui prosedur validasi bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan atas jual beli pada badan pendapatan daerah kabupaten

bondowoso secara teori maupun praktek secara langsung.

b. Untuk mengetahui tarif pajak bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan atas transaksi jual beli.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

a. Bagi mahasiswa

1) Mengetahui prosedur validasi bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan atas jual beli pada badan pendapatan daerah kabupaten

bondowoso.

2) Memperoleh pengalaman pribadi untuk menambah pengetahuan

tentang tarif pajak dan cara perhitungan Bea Perolehan hak atas tanah

dan bangunan atas transaksi jual beli.
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3) Memperoleh informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan

seiring dengan adanya undang-undang perpajakan yang sewaktu-

waktu dapat berubah.

4) Sebagai saranan untuk memperoleh data  dalam rangka penyusunan

laporan praktek kerja nyata (PKN).

b. Bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

1) Dengan disusunya laporan praktek kerja nyata nantinya dapat

diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan dapat memberikan

informasi timbal balik bagi mahasiswa dan badan Pendapatan daerah

kabupaten bondowoso.

2) Sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan kerja

3) Sebagai sarana menghubungkan antar lembaga pendidikan dengan

instansi terkait dalam penyediaan lapangan kerja.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar-dasar Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak secara resmi dimuat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang

yang sifatnya memaksa tanpa ada jasa imbalan secara langsung dapat ditunjukkan

ddan digunakan untuk membayar pengeluaran negara. Secara sederhana, pajak

berfungsi sebagai sumber keuangan negara dan mempunyai fungsi mengatur

pemasukan negara (Hartati, 2015:2).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak

merupakan iuran wajib rakyat sebagai warga negara yang dipungut oleh negara,

baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dan diatur berdasarkan

Undang-Undang yang bersifat memaksa serta tidak mendapatkan fasilitas secara

langsung karena hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai

pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum dan bidang sosial dan

ekonomi.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara,

khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam

membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk

pembangunan. Fungsi pajak menurut Priantara (2016), adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (pendanaan)

Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak, yaitu pajak dipergunakan

sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal
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berdasarkan undang-undang. Upaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya

ke dalam kas negara dilakukan melalui kebijakan intensifikasi dan

ekstensifikasi. Kebijakan intensifikasi berkaitan dengan upaya menggali

potensi pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaannya sedangkan

ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan wajib pajak yang terdaftar.

2. Fungsi Regulair (mengatur)

Fungsi regulair disebut juga fungsi tambahan karena pajak yang digunakan

sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar

bidang keuangan. meskipun bukan  fungsi utama, fungsi regulair pada

ekonomo makro merupakan hal penting sebagai instrumen kebijakan fiskal

dari pemerintah yang menjadi mitra dari kebijakan moneter oleh bank sentral

(Bank Indonesia). Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Pengenaan pajak

atas barang mewah dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba

mengkonsumsi barang mewah.

b. Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi

barang atau penyerahan jasa ke luar negeri sehingga dapat memperbesar

cadangan devisa negara dan mendorong investasi dan lapangan kerja

domestik.

c. Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu

bertujuan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan

percepatan pembangunan.

2.1.3 Pengelompokkan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) dalam bukunya pembagian pajak dibagi

berdasarkan golongan, sifat, dan pemungutan, adalah sebagai berikut:

a. Menurut golongan

1. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat

dlimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib

pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh).
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2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat

dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai

(PPN).

b. Menurut sifat

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti

memperhatikan keadaaan dari wajib pajak. Contohnya adalah pajak

penghasilan (PPh).

2. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajaka. Contohnya

adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang

mewah (PPnBM).

c. Menurut pemungut dan pengelolanya

1. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah

pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak

penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan bea materai.

2. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

a) Pajak provinsi, contoh : pajak kendaraan bermotot dan pajak bahan

bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak

air permukaan dan pajak rokok.

b) Pajak kabupaten/kota, contoh : pajak hotel, pajak restoran, pajak

reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak

mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung

wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
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sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu

antara lain :

1. Official Assessment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana

wewenang untuk menghirung besarnya pajak terutang oleh seseorang berada

pada pemungut pajak atau fiskus. WP bersifat pasif karena timbulnya utang

pajak menunggu surat ketetapan dari fiskus. Dalam sistem ini berhasil atau

tidaknya pemungutan pajak bergantung pada peran fiskus.

2. Self Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak

berperan aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri

pajaknya. Fiskus tidak ikut mempertimbangkan besarnya pajak terutang

kecuali wajib pajak menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya

pemungutan pajak bergantung pada peran aktif dan kesadaran wajib pajak

untuk membayar pajaknya.

3. Withholding System yaitu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak

yang terutang dihitung dan dipotong/dipungut oleh pihak ketiga yang bukan

wajib pajak ataupun fiskus. Pihak ketiga yang dimaksud misalnya

bendaharawan instansi.

2.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terhutang (pajak

yang harus dibayar). Dari pengertian diatas, perhitungan pajak terhutang

menggunakan tarif pajak dan pemungutannya tidak terlepas dari keadilan.

Penetapan tarif pajak harus berdasarkaan pada keadilan. Berarnya tarif pajak dapat

dinyatakan dalam prosentase.

Menurut Mardiasmo (2011:9) dalam bukunya, tarif pajak dibagi menjadi 4

macam, yaitu :

a. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa prosentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya

nilai dikenai pajak.

Contoh : penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan

dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.
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b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh : besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai

nominal berapapn adalah Rp. 3.000,-

c. Tarif progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin bila jumlah yang dikenai pajak

semakin besar.

Contoh : pasal 17 Undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang

pribadi dalam negeri.

Lapisan Tarif Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5%

Di atas Rp. 50.000.000,- s.d Rp. 250.000.000,- 15%

Di atas Rp. 250.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,- 25%

Di atas Rp. 500.000.000,- 30%

d. Tarif degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak

semakin besar.

2.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam

tataran pemerintahan yang lebih rendah yaitu Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleg orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.
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2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

1. Pajak Kendaraan Bermotor;

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

3. Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor;

4. Pajak Air Permukaan; dan

5. Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel;

2. Pajak Restoran;

3. Pajak Hiburan;

4. Pajak Reklame;

5. Pajak Penerangan Jalan;

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

7. Pajak Parkir;

8. Pajak Air Tanah;

9. Pajak Sarang Burung Walet;

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.3 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Menurut Samudra (2015:68), ada beberapa ciri-ciri Pajak Daerah, yaitu :

1. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah terbatas dalam wilayah

administratif yang dikuasainya.

2. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran

daerah sebagai badan hukum.

3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah

(Perda), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada

masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administrasi

kekuasaaanya.
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2.2.4 Pembayaran dan Penagihan Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun

2010 tentang Pajak daerah, tata cara pembayaran dan penagihan pajak adalah

sebagai berikut :

Pasal 85

1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak

yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terhutangnya

pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh

wajib pajak.

2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,

Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah

pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan

harus dilunasi dalam jangla waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal

diterbitkan.

3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang

ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk

mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga

sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat

pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 86

1) Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan

Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat

ditagih dengan surat paksa.

2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undagan.

2.2.5 Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Derah

dan Retribusi Daerah,  Tarif Pajak Derah adalah sebagai berikut :
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1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi pertama paling rendah

sebesar sebesar 1% (satu perseratus) dan paling tinggi 2% (dua

perseratus);

b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi kedua dan seterusnya

tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua

perseratus) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus

c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam

kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan,

pemerintah/TNI/POLRI/, Pemerintah Daerah dan kendaraan lain yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar

0,5% (nol koma lima perseratus) dan paling tinggi sebesar 1% (satu

perseratus).

d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

ditetapkan paling rendah sebesar 0,1 % (nol koma satu perseratus) dan

paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua perseratus).

2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

a. Penyerahan pertama paling tinggi sebesar 20% (dua puluh perseratus)

b. Penyerahan kedua dan seterusnya paling tinggi sebesar 0,075% (nol koma

nol tujuh puluh lima perseratus).

c. Untuk tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-

alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan

penyerahan pertama paling tinggi sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh

lima perseratus) dan untuk penyerahan kedua dan seterusnya paling tinggi

sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima perseratus).

3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar

10% (sepuluh perseratus) dan untuk tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit

50% (lima puluh perseratus) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh

perseratus).
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5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari cukai

rokok.

6. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus).

7. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

8. Tarif Pajak Hiburan

a. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima

perseratus).

b. Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan,

diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan

mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar

75% (tujuh puluh lima perseratus).

c. Khusus untuk Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak

Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus).

9. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima

perseratus).

10. Tarif Pajak Penerangan Jalan

a. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan pling tinggi sebesar 10% (sepuluh

perseratus).

b. Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,

pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan

ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus).

c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan

Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).

11. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar

25% (dua puluh lima perseratus).

12. Tarif Pajak Parkir ditetapkan pling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

13. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh

perseratus).

14. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

(sepuluh perseratus).

15. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling

tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga perseratus).
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16. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi

sebesar 5% (lima perseratus).

2.2.6 Pengertian Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 64 menjelaskan bahwa Retribusi

Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan.

2.3 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.3.1 Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak

yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dasar hukum

BPHTB adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (UU BPHTB) dan peraturan pelaksanaannya. Dasar hukum

tersebut menerangkan bahwa BPHTB adalah pajak pusat. Akan tetapi mulai

tanggal 1 Januari 2011, BPHTB telah resmi sepenuhnya menjadi pajak daerah

yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Sedangkan dalam rangka pelaksanaan

pemungutan BPHTB di Kabupaten Bondowoso, serta sebagai pelaksanaan

pemungutan BPHTB Pasal 95 Ayat 1 UU PDRD tersebut, kabupaten bondowoso

menetapkan peraturan daerah kabupaten bondowoso Nomor 15 Tahun 2010

tentang pajak daerah. Sedangkan peraturan daerah kabupaten bondowoso Nomor

57 tahun 2010 tentang sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan hak atas

tanah dan bangunan.

Ada beberapa alasan mengapa pajak atas perolehan hak atas tanah dan

bangunan tidak dinamakan PPHTB (pajak perolehan hak atas tanah dan

bangunan), akan tetapi dinamakan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan), yaitu :
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1. Dalam bea, baik BPHTB maupun bea materai, tidak membutuhkan nomor

identitas sebagaimana Nomor Objek Pajak (NOP) dalam pajak bumi dan

bangunan (PBB) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam pajak

penghasihan (PPh). Salah satu fungsi dari nomor identitas adalah untuk

memudahkan petugas pajak mengawasi kepatuhan wajib pajak.

2. Dalam bea, baik BPHTB maupun Bea Materai, wajib pajak diharuskan

membayar pajak sebelum saat terutang.

3. Dalam bea, baik BPHTB maupun Bea Materai, wajib pajak bisa membayar

pajak berkali-kali terikat dengan masa ataupun tahunan.

2.3.2 Dasar Hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dasar hukum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebagai

berikut :

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Pajak Daerah Bagian Kesebelas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

c. Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 57 Tahun 2010 tentang

Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan Kabupaten Bondowoso.

2.3.3 Subjek dan Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjadi wajib

pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau

badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Objek Pajak Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Perolehan atas tanah dan bangunan meliputi sebagai berikut :

1. Pemindahan hak

pemindahan hak adalah perbuatan hukum yang sengajak dilakukan

dengan tujuan agar hak atas tanah dan bangunan berpindah dari yang

mengalihkan kepada yang menerima pengalihan. Pemindahan hak meliputi :

a. Jual beli

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


18

b. Tukar menukar

c. Hibah

d. Hibah wasiat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai

pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan kepada orang pribadi atau

badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat

meninggal dunia;

e. Waris, yaitu perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh ahli waris

dan pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia;

f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu pengalihan

hak atas tanah dan/atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada

perseroan terbatas ataubadan bukum lainnya.

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, yaitu pemindahan

sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi

atau badan kepada sesama pemegang hak bersama;

h. Penunjukan kembali dalam lelang, yaitu penetapan pemenang lelang oleh

pejabat lelang sebagaimana yang tervcantum dalam risalah lelang.

i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap,

artinya terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai

salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim

tersebut.

j. Penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau

lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan

usaha dan melikuidasi badan usaha laninnya yang menggabung.

k. Peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha

dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidadi badan-badan

usaha yang bergabung tersebut.

l. Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan

usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan

mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut

yang dilakukantanpa melikuidadi badan usaha yang sama.
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m. Hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah

dan/atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum

kepada penerima hadiah.

2. Pemberian hak baru, yaitu:

a. Kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi

atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak,

yang meliputi:

1) Pencabutan (untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan

bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak hak

atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang

layak).

2) Pembebasan hak atas tanah, yaitu melepaskan hubungan yang

semula diantara pemegang hak/penguasa hak atas tanahnya dengan

cara memberikan ganti rugi.

b. Diluar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang

pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak atas tanah dan bangunan, terdiri dari :

1) Hak milik, turun-temurun, terkuat, dan terpengaruh yang dapat

dimiliki orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang

ditetapkan oleh pemerintah.

2) Hak guna usaha, hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai

langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang

ditentukan oleh perundang-undangan.

3) Hak guna bangunan, hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-

bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu

yang ditetapkan dalam undang-undang.

4) Hak pakai, hak untuk menggunakan dan atau dikuasai langsung oleh

negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan

kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh

pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan
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pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian dengan pemilik tanahnya,

yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan

tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Hak milik atas satuan rumah susun, hak milik atas satuan yang bersifat

perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi

juga hak atas bagian bersama, dan tanah bersama yang semuanya

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang

bersangkutan.

6) Hak pengelolaan, hak menguasai dari nagara yang kewenangan

pelaksanaannya sebagaian dilimpakan kepada pemegang haknya,

antara lain, berupa perencanan peruntukan dan penggunaan tanah,

penggunaan tanah untuk keperluan tugasnya, penyerahan bagian-

bagian dari tanah tersebut pada pihak ketiga dan atau bekerja sama

dengan pihak ketiga.

2.3.4 Objek yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Berdasarakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 85 ayat 4.

Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:

a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan

pembangunan guna kepentingan umum;

c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan

Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan

organisasi tersebut;

d. Orang peribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum

lain dengan tidak adanya perubahan nama;

e. Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan

f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


21

2.3.5 Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tarif pajak BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan

ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini

dimaksudkan untuk meberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota

untuk menetapkan tarif yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing

daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah/kabupaten diberi

kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda

dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari lima persen.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso nomor 15 tahun 2010 pasal

75 tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima

persen). Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak

setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

dengan formulasi sebagai berikut :

Keterangan :

BPHTB = Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

NPOP = Nilai Perolehan Objek Pajak

NPOPTKP = Nilai Perolehan Objek pajak tidak Kena Pajak

2.3.6 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

Dasar pengenaan pajak BPHTB adalah NPOP, yang diatur pada Peraturan

Pemerintah Daerah Kabupaten. Adapun dasar pengenaan pajak BPHTB

kabupaten Bondowoso diatur pada Peraturan daerah Kabupaten Bondowoso

nomor 15 tahun 2010 pasal 74,  yaitu dalam hal:

1. Jual beli adalah harga transaksi

2. Tukar menukar adalah nilai pasar

3. Hibah adalah nilai pasar

4. Hibah wasiat adalah nilai pasar

5. Waris adalah nilai pasar

6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar

BPHTB = 5% x (NPOP – NPOPTKP)
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7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar

8. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan

hukum tetap adalah nilai pasar

9. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah

nilai pasar

10. Pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar

11. Penggabungan usaha adalah nilai pasar

12. Peleburan usaha adalah nilai pasar

13. Pemekaran usaha adalah nilai pasar

14. Hadiah adalah nilai pasar

15. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum

dalam risalah lelang

Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari pada nilai jual objek

pajak (NJOP) yang digunakan dalam penggunaan pajak bumi dan bangunan

(PBB) pada tahun terjadinya perolehan (saat terutang), maka dasar pegenaan pajak

yang dipakai adalah NJOP PBB, namun tidak berlaku untuk lelang. Besarnya

NJOP terdapat pada surat pemberitahuan pajak terutang bumi dan bangunan

(SPPT PBB)

2.3.7 Nilai Perolehan Objek Pajak yang tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

NPOPTKP adalah suatu besarab tertentu dari NPOP yang tidak dikenakan

pajak. apabila NPOP yang menjadi dasar pengenaan pajak suatu objek BPHTB

kurang dari NPOPTKP yang ditetapkan maka atas objek pajak tersebut tidak ada

BPHTB yang harus dibayar atau tidak terhutang BPHTB. Sementara apabila

NPOP besarnya lebih dari NPOPTKP yang ditetapkan mka besarnya pajak

terutang dihitung dari selisih antara NPOP dengan NPOPTKP.

Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) diberikan untuk

setiap perolehan hak sebagai pengurang perhitungan BPTB terutang.

a. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah ditetapkan

sebesar Rp. 60.000.000,- untuk setiap wajib pajak (PERDA Nomor 15 tahun

2010).
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b. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh

orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi

hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak tidak Kena

Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (PERDA Nomor 15

Tahun 2010).

c. Jika Nilai Perolehan pajak kurang dari Nilai Perolehan Objek Pajak tidak

Kena Pajak (NPOPTKP), maka Nilai Perolehan Objek Pajak tidak Kena Pajak

adalah Nihil.

2.3.8 Saat dan Tempat Terutangnya BPHTB

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 pasal 77

tentang pajak daerah mengatur tentang saat terutang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan dengan ditetapkan untuk :

a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya

kekantor bidang pertanahan;

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal

dibuat dan ditandatanganinya akta;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;

h. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, yaitu tanggal

ditandatanginya risalah lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara atau kantor

lelang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang memuat antara lain nama pemenang lelang;

i. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum yang tetap;
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j. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak dan

pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya

surat keputusan pemberian hak;

k. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani

dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

l. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

n. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

o. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak

dengan menggunakan SSPD (surat setoran pajak). Sedangkan tempat terutang

BPHTB adalah wilayah kabupaten, kota, atau provinsi yang meliputi letak tanah

dan/atau bangunan.

2.4 Mekanisme Validasi Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli.

2.4.1 Pengertian mekanisme

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2016, mekanisme

yaitu cara kerja. Sedangkan pengertian lain yaitu hal saling bekerja seperti mesin

(jika sutu bergerak, maka lainnya ikut bergerak). Makna pengertian tersebut yaitu

cara kerja dalam suatu organisasi dengan melakukan interaksi bagian satu dengan

bagian lainnya dalam suatu sistem demi berjalannya kegiatan sesuai dengan

tujuan.

2.4.2 Pengertian Mekanisme Validasi Surat Setoran Pajak Daerah Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Transaksi Jual Beli.

Mekanisme Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan merupakan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan

kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak

Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Prosedur ini dilakukan

setelah wajib pajak melakukan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak daerah Bea
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Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan melalui Bank yang Ditunjuk/Bendahara

Penerimaan. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah

Bangunan dilakukan oleh fungsi pelayanan di Badan Pendapatan Daerah. Jika

semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka fungsi

pelayanan akan menandatangani surat setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak

atas Tanah Bangunan.

Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan ini dilakukan oleh bagian pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso untuk

mengoreksi kelengkapan dokumen, mencocokkan NOP yang tercantum dalam

SSPD-BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotocopi SPPT atau surat

tanda terima setoran (STTS) / bukti pembayaran, mencocokkan NJOP bumi per

meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dengan NJOP bumi per

meter persegi pada sertifikat tanah dan akta jual beli, mencocokkan NJOP

bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD-BPHB dengan NJOP

bangunan per meter persegi pada SPPT dan sertifikat tanah, meneliti kebenaran

penghitungan BPHTB meliputi komponen NPOP, NPOPTKP , tarif, pengenaan

atas objek pajak tertentu, besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang harus

dibayar, dan meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor.
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA

3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1. Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan oleh penulis setelah

menyelesaikan tahapan – tahapan atau prosedur di Fakultas maupun di daerah

tempat Praktek Kerja Nyata. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN)

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yang beralamat di Jalan

Khairil Anwar No. 279 Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Pada instansi

tersebut, penulis ditempatkan pada tempat pelayanan PBB-P2 dan BPHTB oleh

Kasie Intens dan Ekstens Bidang PBB dan BPHTB yang bernama Ibu Erika

Rachmawati, S.Sos.

3.1.2. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan surat tugas

yaitu dimulai dari bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020. Adapun

kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja yang berlaku

di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata (PKN)

Hari
Jam Kerja (WIB)

Jam Pagi Istirahat Jam Siang

Senin – Kamis 07.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 15.45

Jum’at 07.00 – 11.00 - -

Sabtu dan Minggu Libur

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, 2020

3.2. Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.2.1. Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam kegiatan Praktik Kerja Nyata ini, penulis mengambil judul

“Mekanisme Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Jual Beli

pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso”. Berkaitan dengan

keimuan dan judul, maka penulis ditempatkan di bagian pelayanan BPHTB dan
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PBB-P2 terhitung selama 2 bulan, penulis berada di pelayanan BPHTB dan PBB-

P2 secara bergantian.

Kegiatan rutin yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata (PKN) pada

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah apel pagi setiap hari

senin sampai hari kamis. Sedangkan, untuk hari jum’at diadakan kegiatan

olahraga senam pagi. Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata, penulis

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan seperti melakukan perhitungan bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan, melakukan validasi terhadap bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan.

Di sela-sela kegiatan utama, penulis juga mengumpulkan data-data

berkaitan dengan pelaksanaan perhitungan dan Penelitian Surat Setoran Pajak

Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dibutuhkan guna

menunjang pelayanan laporan PKN ini. Selain mengumpulkan data, penulis juga

mengumpulkan informasi melalui kegiatan wawancara kepada staf pelaanan

BPHTB dan PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

3.2.2. Kegaiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktik Kerja Nyata.

Berikut merupakan tabel kegiatan penulis selama melaksanakan praktik

kerja nyata di badan pendapatan daerah kabupaten bondowoso  :

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Waktu

Pelaksanaan
Kegiatan Hasil Kegiatan

(1) (2) (3)

Senin, 03

Februari

2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti apel pagi setelah itu

menemui Ibu Sukma agar

diarahkan ke bidang yang

ditentukan. Saya ditempatkan di

bidang pelayanan PBB P2 dan

BPHTB.

b. Perkenalan dan penjelasan dari

Kepala Bidang PBB P2 dan

Penulis dapat mengenal

lingkungan kerja pada

badan pendapatan daerah

kabupaten bondowoso.

- Bapak Drs. Heru

Sukamto M.Si selaku

Sekertaris Badan

Pendapatan Daerah
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BPHTB dan penempatan ruang

bagi peserta Praktek Kerja Nyata

(PKN).

c. Ditempatkan di ruang pelayanan

PBB P2 dan BPHTB dan

bertugas menginput data register

BPHTB yang telah divalidasi.

Kab.Bondowoso.

- Ibu Erika

Rachmawati, S.Sos

selaku Kabid

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Bidang

PBB dan BPHTB

- Ibu Anis syafiah

selaku bagian

pelayanan BPHTB

- Mendapat arahan dari

ibu anis selaku

bagian pelayanan

BPHTB tentang alur

dalam menginput

data register BPHTB.

Selasa, 04

Februari

2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti apel pagi

b. Menginput  data register BPHTB

yang telah divalidasi

c. Mendapatkan penjelasan dari

bagian pelayanan dalam mengisi

register BPHTB yang telah

divalidasi

Mengetahui pengisian

register SSPD-BPHTB

yang telah divalidasi.

Rabu, 05

Februari

2020

a. Mengikuti apel pagi

b. Mengisi register BPHTB yang

telah divalidasi pada buku besar

register BPHTB yang telah

divalidasi.

Mendapat penjelasan

dalam pengisian buku

besar BPHTB yang telah

divalidasi.

Kamis, 06

Februari

2020

a. Mengikuti apel pagi

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

- Mengetahui lembar

SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan
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Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

c. Menginput Laporan Hasil

Penelitian objek data baru Pajak

Bumi dan Bangunan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

- Mengetahui laporan

Hasil Penlitian objek

data baru PBB

Jum’at, 07

Februari

2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti senam pagi

b. Menginput Data Kolektif untuk

perumahan wajib pajak

c. Melanjutkan memilah lembar

SSPD - BPHTB berserta

dokumen pendukung wajib pajak

- Mengetahui data

kolektif wajib pajak

PBB untuk

perumahan

- Mengetahui lembar

SSPD – BPHTB

beserta dokumen

pendukung wajib

pajak

Senin, 10

Februari

2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti apel pagi

d. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

b. Stempel Lembar SSPD-BPHTB

yang diajukan oleh wajib pajak

dan dijakan arsip oleh bagian

pelayanan BPHTB

- Mengetahui lembar

SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

Selasa, 11

Februari

2020

Penanggung

a. Mengikuti apel pagi

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

- Mengetahui lembar

SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk
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Jawab : Ibu

Anis Safiah

c. Stempel Lembar SSPD-BPHTB

yang diajukan oleh wajib pajak

dan dijakan arsip oleh bagian

pelayanan BPHTB

d. Membuat form Laporan PPATS

maupun NOTARIS

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

- Mengetahui laporan

PPATS dan

NOTARIS

Rabu, 12

Februari

2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti apel pagi

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

c. Stempel Lembar SSPD-BPHTB

yang diajukan oleh wajib pajak

dan dijakan arsip oleh bagian

pelayanan BPHTB

d. Meniginput laporan PPAT dan

Notaris yang ada dibadan

pendapatan daerah bondowoso

- Mengetahui lembar

SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

- Mengetahui data

PPATS dan Notaris

Kamis, 13

Februari

2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti apel pagi

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

c. Menginput  data register BPHTB

yang telah divalidasi

d. Menginput pembayaran BPHTB

dan data register yang sudah

divalidasi

- Mengetahui lembar

SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3.

Jum’at, 14

Februari

a. Menginput pembayaran BPHTB

dan data register yang sudah

- Mengetahui data

pembayaran BPHTB
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2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

divalidasi pada tahun 2019

Senin, 17

Februari

2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti apel pagi

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

c. Menginput data kolektif mutasi

sebagian PBB P2

d. Menginput permohonan mutasi

sebagian PBB P2

e. Mengecek pembayaran wajib

pajak PBB P2

f. Melayani wajib pajak yang

mengajukan SK NJOP

- Mengetahui lembar

SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

- Mengetahui cara

input secara online

tentang PBB P2

Selasa, 18

Februari

2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti apel pagi

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

c. Menginput  data register BPHTB

yang telah divalidasi

- Mengetahui lembar

SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

- Mengetahui data

register BPHTB yang

telah divalidasi

Rabu, 19

Februari

2020

a. Mengikuti apel pagi

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

- Mengetahui lembar

SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


32

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

c. Menginput  data register BPHTB

yang telah divalidasi

d. Melayani wajib pajak yang

mengajukan SK NJOP

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

- Mengetahui data

register BPHTB yang

telah divalidasi

Kamis, 20

Februari

2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti apel pagi

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

c. Menginput  data register BPHTB

yang telah divalidasi

- Mengetahui lembar

SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

- Mengetahui data

register BPHTB yang

telah divalidasi

Jum’at, 21

Februari

2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

a. mengikuti senam pagi

b. mengikuti sosialisasi bank jatim

dan equitylife

- Mengetahui

sosialisasi bank jatim

dan equitylife

Senin, 24

Februari

2020

Penanggung

jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti apel pagi

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

c. Menginput  data register BPHTB

- Mengetahui SSPD-

BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,
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yang telah divalidasi 2, dan 3

- Mengetahui data

register BPHTB yang

telah divalidasi

Selasa, 25

Februari

2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

d. Mengikuti apel pagi

e. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

f. Menginput  data register BPHTB

yang telah divalidasi

- Mengetahui lembar

SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

- Mengetahui data

register BPHTB yang

telah divalidasi

Rabu, 26

Februari

2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti apel pagi

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

c. Menginput  data register BPHTB

yang telah divalidasi

- Mengetahui lembar

SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

- Mengetahui data

register BPHTB yang

telah divalidasi

Kamis, 27

Februari

2020

Penanggung

Jawab : Ibu

a. Mengikuti apel pagi

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

- Mengetahui lembar

SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk
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Anis Safiah c. Menginput  data register BPHTB

yang telah divalidasi

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

- Mengetahui data

register BPHTB yang

telah divalidasi

Jum’at, 28

Februari

2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti jalan sehat bersama

karyawan Bapenda

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

c. Menginput  data register BPHTB

yang telah divalidasi

- Mengetahui lembar

SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

- Mengetahui data

register BPHTB yang

telah divalidasi

Senin, 2

Maret 2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti apel pagi

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

c. Menginput  data register BPHTB

yang telah divalidasi

- Mengetahui lembar

SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

- Mengetahui data

register BPHTB yang

telah divalidasi

Selasa, 3

Maret 2020

Penanggung

Jawab : Ibu

a. Mengikuti apel pagi

d. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

- Mengetahui lembar

SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar
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Anis Safiah BPHTB.

b. Menginput  data register BPHTB

yang telah divalidasi

c. Mengisi formulir SSPD-BPHTB

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

- Mengetahui data

register BPHTB yang

telah divalidasi

Rabu, 4

Maret 2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti apel pagi

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

c. Menginput  data register BPHTB

yang telah divalidasi

d. Menginput laporan PPAT dan

NOTARIS

e. Membantu menata arsip SSPD-

BPHTB yang dijadikan arsip ke

outner

- Mengetahui lembar

SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

- Mengetahui data

register BPHTB yang

telah divalidasi

- Mengetahui PPAT

dan NOTARIS

- Mendapatkan

penjelasan dari

bagian pelayanan

BPHTB dalam

pengarsipan BPHTB

yang telah divalidasi

Kamis, 5

Maret 2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti apel pagi

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

c. Menginput laporan PPAT dan

- Mengetahui lembar

SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,
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NOTARIS

d. Membantu menata arsip SSPD-

BPHTB yang dijadikan arsip ke

outner

2, dan 3

- Mengetahui PPAT

dan NOTARIS

- Mendapatkan

penjelasan dari

bagian pelayanan

BPHTB dalam

pengarsipan BPHTB

yang telah divalidasi

Jum’at, 6

Maret 2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti senam pagi

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

- Mengetahui lembar

SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

Senin, 9

Maret 2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti apel pagi

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

c. Menginput  data register BPHTB

yang telah divalidasi

d. Melayani wajib pajak yang

mengajukan surat keterangan

NJOP

- SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

- Mengetahui data

register BPHTB yang

telah divalidasi

- Mendapatkan

penjelasan dari

karyawan BPHTB

terkait informasi

BPHTB yang
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dijadikan bahan

Tugas Akhir

Selasa, 10

Maret 2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti apel pagi

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

c. Menginput  data register BPHTB

yang telah divalidasi

d. Melayani wajib pajak yang

mengajukan surat keterangan

NJOP

- SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

- Mengetahui data

register BPHTB yang

telah divalidasi

Rabu, 11

Maret 2020

Penanggung

Jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti apel pagi

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

c. Menginput  data register BPHTB

yang telah divalidasi

- SSPD-BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

- Mengetahui data

register BPHTB yang

telah divalidasi

Kamis, 12

Maret 2020

Penanggung

jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti apel pagi

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

c. Menginput  data register BPHTB

yang telah divalidasi

- Mengetahui SSPD-

BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

- Mengetahui data
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register BPHTB yang

telah divalidasi

Jum’at, 13

Maret 2020

Penanggung

jawab : Ibu

Anis Safiah

a. Mengikuti apel pagi

b. Memilah lembar SSPD-BPHTB

beserta dokumen pendukung

wajib pajak yang akan dijadikan

arsip oleh bagian pelayanan

BPHTB.

c. Menginput  data register BPHTB

yang telah divalidasi

- Mengetahui SSPD-

BPHTB yang

diarsipkan oleh

bagian pelayanan

BPHTB yaitu lembar

ke – 4 dan untuk

wajib pajak lembar 1,

2, dan 3

- Mengetahui data

register BPHTB yang

telah divalidasi

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, 2020.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Sumber data utama dalam pelaksanaan praktik kerja nyata ini yaitu berasal

dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan

atau diperoleh secara langsung dari subjek atau objek pajak yang diteliti. Dalam

penyusunan laporan ini data primer berasal dari wawancara langsung dengan

informan, yaitu ibu anis safiah sebagai staf pelayanan BPHTB dan PBB-P2. Data

sekunder merupakan data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi

dan sebagai informasi pendukung. Data sekunder dalam penyusunan laporan ini

berupa SSPD- BPHTB, data register BPHTB.

3.3.2. Sumber data

Penulis memperoleh data-data yang diperlukan melalui ibu anis safiah

selaku bagian pelayanan BPHTB dan PBB-P2 dan informasi tambahan oleh ibu

erika selaku kabid intens dan ektens BPHTB dan PBB-P2.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


39

3.4. Metode Pengumpulkan Data

Data yang dikumpulkan penulis untuk menyusun laporan ini yaitu melalui cara :

a. Studi pustaka

Dalam metode ini, penulis memperoleh data atau informasi melalui buku,

internet dan produk-produk hukum berupan undang-undang, peraturan bupati,

peraturan daerah.

b. Observasi

Dalam metode ini, penulis memperoleh informasi berdasarkan pengamatan

tentang pelaksanaan Bea pe perolehan hak atas tanah dan bangunan pada badan

pendapatan daerah kabupaten bondowoso.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan

penulis di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Mekanisme

Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas Jual Beli, maka dapat

disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Validasi SSPD-BPHTB yang dilaksanakan oleh Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso telah dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Validasi SSPD-BPHTB dilaksanakan untuk mengoreksi kelengkapan

dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum dalam Surat

Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Validasi

SSPD-BPHTB ini berguna untuk memfilter kesalahan-kesalahan data wajib

pajak antara lain ketidakcocokan lembar SSPD-BPHTB dengan data

pendukung wajib pajak yang akan divalidasi. Validasi ini dilaksanakan setelah

wajib pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang . apabila ditemukan

adanya persyaratan wajib pajak yang kurang lengkap maka wajib pajak harus

kembali untuk melengkapi persyaratan tersebut. Setelah semua kelengkapan

terpenuhi dan tidak ditemukan kesalahan maka akan dilanjutkan validasi oleh

bagian pelayanan BPHTB, dengan meninjau kembali jika ada kesalahan yang

tidak terlihat oleh bagian pelayanan BPHTB.

3. Pada bagian pelayanan BPHTB tidak melakukan verifikasi lapangan

dikarenan Kantor Pertanahan yang terjun langsung ke lapangan untuk

meneliti, dan mengukur keaslian objek pajak. Jika ada kesalahan dalam

pengisiam SSPD-BPHTB, maka bagian pelayanan BPHTB berhak mengganti

data yang ada pada SSPD-BPHTB berdasarkan dokumen pendukung yang

dilampirkan oleh wajib pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan penilaian penulis pada kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)

yang telah dilakukan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso telah
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melaksanakan aktivitasnya dengan lancar dan sesuai dengan peranturan

perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, besar harapan penulis bagi

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso agar dapat mempertahankan

kepatuhan perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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Lampiran A : Surat Permohonan Magang
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Lampiran B : Surat Diterima Praktek Kerja Nyata
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Lampiran C : Surat Tugas untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata
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Lampiran D : Surat Tugas Dosen Supervisi
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Lampiran E : Surat Tugas untuk Dosen Pembimbing
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Lampiran F : Surat Selesai Melaksanakan Praktek Kerja Nyata
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Lampiran G : Angkat Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
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Lampiran H : Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (Bulan Februari)
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Lampiran H.1 : Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata (Bulan Maret)
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Lampiran I : Formulir Kegiatan Bimbingan

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


75

Lampiran J : Contoh SSPD-BPHTB Terhutang

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


76

Lampiran J.1 : Contoh SSPD-BPHTB Nihil
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Lampiran K : Contoh SPPT PBB
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Lampiran L : Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
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Lampiran M : Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010
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